SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : §7 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/ Vi /2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir
telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 yang dihadiri oleh
saksi Pasangan Calon dan diawasi oleh Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir
Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir
Tahun 2018;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31
ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Walikota Dan Walikota dan sesuai dengan
tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri
Hilir tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri
Hilir Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Indragiri Hilir Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965
tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);



. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 558);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupat, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008
tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;



8.

10.

11.

12.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan
Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota
Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah
beberapakali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan
Kelompok Penyclenggara Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota
Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015
tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 818), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota
Dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 143);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
Nomor : 253/SDM.13-Kpt/14/Prov/VI/2018 tentang
Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018.

: Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun
2018.

: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal € JuLl, 2018
Pukul : 16.00 WIB

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TTD

MUHAMMAD DONG

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

WATEN INDRAGIRI HILIR



LAMPIRAN  :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : §7 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/ Vil 2018
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR

TAHUN 2018
s HECAMATAN RosmleiAhsaénnﬁﬁlca?w ;UHAMMAD
MALOMO & ALI AZHAR | WARDAN &
MUSMULYADI SYAMSUDDIN
UTI
1 2 3 R 5
| 1. | BATANG TUAKA 1969 2382 6856
2. | cONCONG 692 1091 3062
3. | ENOK 4862 3532 6915
4. | GAUNG 1778 4905 9532
5. | GAUNG ANAK SERKA 1145 3010 5786
6. | KATEMAN | 4043 3682 4196
7. | KEMPAS B 2750 3917 8097
8. | KEMUNING 2296 2752 6685
9. | KERITANG 7190 2535 17966
'10. | KUALA INDRAGIRI 910 2051 3180
11. | MANDAH 1748 7782 5934
ol 12 PULAU BURUNG 1759 1691 4222
13. | PELANGIRAN 2658 3079 5641
14. | RETEH 6090 1858 10784
15. | SUNGAI BATANG 3221 438 1720
16. | TANAH MERAH 4125 | 1512 4378
17. | TELUK BELENGKONG 1060 530 3145
18. | TEMBILAHAN 6415 8904 12193
19. | TEMBILAHAN HULU 3654 5112 7762
20. | TEMPULING 2496 3912 5665
JUMLAH 60.861 64.675 133.719

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

" SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

TTD

MUHAMMAD DONG



